BUPATI BANGKA TENGAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan penataan pola karir dengan memenuhi kualifikasi,
Kompetensi, dan Kinerja, perlu adanya pengelolaan sumber
daya manusia secara terukur dan terencana melalui
Manajemen Talenta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, diperlukan guna mengoptimalkan pengisian
Jabatan pada Perangkat Daerah yang berdampak secara
signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah atau posisi lain
yang dianggap strategis oleh Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);



Undang-Undang Nomor S Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangka Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6477);



Menetapkan :

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1252);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran
Daerah  Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021
Nomor 295);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TALENTA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah otonom.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat
Pembina  Kepegawaian untuk menduduki Jabatan
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah.

Pegawai adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bangka Tengah.
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen
PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Manajemen Talenta adalah bagian dari pengelolaan dan
pengembangan karier Pegawai dalam tata kelola Sistem
Merit yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi
organisasi melalui Penempatan Talenta terbaik pada
Jabatan prioritas dan untuk menyusun perencanaan
suksesi yang obyektif, terencana, terukur dan akuntabel.
Talenta adalah Pegawai yang memenuhi syarat tertentu
untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.

Talent Pool merupakan wadah pembinaan Talenta dalam
rangka pengelolaan sejak proses penetapan hingga proses
pengembangan dan evaluasi Talenta.

Penempatan Talenta adalah strategi Penempatan Talenta
yang tepat pada Jabatan target di waktu yang tepat.
Pengembangan Talenta adalah strategi pengembangan
karier dan Kompetensi Talenta melalui ASN corporate
university, sekolah kader, tugas belajar, dan bentuk
pengembangan Kompetensi lainnya.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai
dalam suatu satuan organisasi.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja
secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui
pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan
Target.

Komite Talenta PNS (Talent Committee) adalah tim yang
bertugas untuk menyelenggarakan seleksi Talenta melalui
penyaringan hasil asesmen Kompetensi dan potensi,
penilaian perilaku dan Kinerja, dan/atau metode lain dalam
rangka mengevaluasi kelayakan Talenta.

Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang memiliki tugas
untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian dalam menetapkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam Jabatan
pimpinan tinggi, Jabatan administrasi dan Jabatan
fungsional.

Coach adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
bimbingan maupun alih pengetahuan untuk meningkatkan
kapasitas, kemampuan dan/atau Kompetensi tertentu yang
dibutuhkan Talenta.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai
pada organisasi/unit.

Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap Kinerja yang
merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai
dan nilai Perilaku Kerja sesuai peraturan perundang-
perundangan.

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah
deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang
diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam
melaksanakan tugas Jabatan.

Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan
keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap
Pegawai agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
Potensial adalah kepemilikan potensi/kemampuan
terpendam (underlying capabilities) yang memungkinkan
Talenta  untuk  mengembangkan dan  menerapkan
Kompetensi yang diperlukan dalam Jabatan target yang
diperkirakan dapat diperankan melalui assessment center,
uji Kompetensi, rekam jejak Jabatan, dan pertimbangan lain
sesuai ketentuan.

Rencana Pengembangan Individu (Individual Development
Plan) adalah rencana kegiatan pengembangan karakter,
kemampuan, dan komitmen Talenta melalui kegiatan-
kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas
dan disusun untuk jangka waktu tertentu.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman
pengelolaan dan pengembangan karier Pegawai dalam tata
kelola Sistem Merit yang disusun untuk mewujudkan visi dan
misi organisasi melalui Penempatan Talenta terbaik pada
Jabatan prioritas dan untuk menyusun perencanaan yang
obyektif, terencana, terukur dan akuntabel.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk;

a. membangun iklim kompetisi yang positif diantara PNS
diantara PNS untuk memberikan prestasi terbaik bagi
Pemerintah Daerah; dan

b. mengelola sumber daya manusia secara terukur dan
terencana untuk menjamin obyektivitas, kualitas, dan
transparansi pengangkatan dalam Jabatan PNS agar sesuai
dengan kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja yang dimiliki.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi filosofi, strategi,
metodologi dan proses, teknologi, implementasi, capaian
keluaran (output), keberlanjutan, dan manajemen perubahan
dalam kerangka Manajemen Talenta PNS Pemerintah Daerah
untuk menduduki Jabatan administrasi dan Jabatan pimpinan
tinggi.



BAB IV
MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

(1) Manajemen Talenta PNS, dilaksanakan melalui proses:
a. perencanaan Talenta (talent planning);
b. pemetaan Talenta (talent identification);
c. penetapan Jabatan prioritas (critical job selection);
d. hak dan kewajiban Talenta; dan
e. asesmen dan seleksi.

(2) Pedoman Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(3) Pemetaan Pegawai Negeri Sipil dituangkan melalui matriks
pemetaan Talenta sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 6

Manajemen Talenta PNS didukung dengan infrastruktur, yang

terdiri dari:

. Jabatan prioritas;

. profil Talenta;

. asesmen dan seleksi;

. komite Talenta (talent committee);

. tim penilai Kinerja PNS;
mentoring dan coaching;

. program pengembangan Talenta;

. basis data sumber daya manusia;
portal manajemen Talenta; dan
anggaran.

SR 0 00 oD

Pasal 7

Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah akan dievaluasi dan disesuaikan secara
berkelanjutan sesuai dinamika perubahan dan kebutuhan
organisasi.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto
ALGAFRY RAHMAN
Diundangkan di Koba
pada tanggal 14 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,
ttd/dto
SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1082

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,
S %

PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006



